LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 4 2003 SERI. C

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa sebagai Upaya Dinas Dalam Pembudidayaan
dan Penyediaan Bibit dan Benih Lingkup Pertanian
telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 jo.
Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor 8 Tahun 1989;
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Mengingat

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, harus ditinjau kembali;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Undang-undang Nomor 1T Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 196/ tentang
Ketentuan-ketentuan  Pokok  Peternakan  dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2824);

Undang-undang [Nomor P Tahun [[985 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3299);

Undang-undang Nomor IZ7 Tahun 1997 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3478);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1993 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
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10.

Ondang-undang_Nomor_ 18 Tahun_ 199/ tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) Jo Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 277 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Peraturan [Pemerintahl] [Nomod
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan
Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
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Menetapkan

11.

12.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1
tentang Tata Cara Pembentukan dan
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20
Seri D);

Peraturan_Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 seri
D) Jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor
5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
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10.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas
Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan
Propinsi Jawa Barat.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan
atau pemotongan retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya
terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan
yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang
terhutang;
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